SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 143/KMK.05/1997

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATASIMPOR BARANG
UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Menimbang

Mengingat

ILMU PENGETAHUAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

bahwa dalm rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang kepabeanan dipandang perlu mengatur ketentuan tentang
pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang keperluan
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan suatu Keputusan
Menteri Keuangan;

1.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tatacara Perpgakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 nomor 49, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Paak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang
undang Nomor 10 Tahun1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3568);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pagjak Pertambahan
Nilai barang dan Jasa dan Pgak Penjuadan atas Barang Mewah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11
Tahun1994 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3568);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang K epabeanan (L embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cuka (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);

Keputusan Menteri Keuangan  Nomor 25/KMK.05/1997 tentang
Tatalaksana K epabeanan Di Bidang Impor;



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS
IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN.

Pasal |

Daam keputusan ini yang dimaksud dengan barang untuk keperluan
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan adalah barang yang benar-
benar digunakan untuk memgukan ilmu pengetahuan termasuk untuk
penyelenggaraan penelitian dengan tujuan untuk mempertinggi tingkat
ilmu pengetahuan yang ada.

Pasal 2

Atas pemasukan barang-barang sebagaimana dimaksud dam Pasal 1
diberikan pembebasan bea masuk dan cukai.

Pasal 3

Perguruan Tinggi, Lembaga dan Badan yanmg dapat diberikan
pembebasan bea masuk dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ditetapkan Menteri Keuangan.

Pasal 4

(1) Untuk mendapatkan pembebasan atas impor barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Perguruan Tinggi, Lembaga, atau Badan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menggjukan permohonan
kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(2) Untuk impor barang oleh Perguruan Tinggi, Lembaga, atau Badan
yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
mendapatkan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,
setelah mendapatkan keputusan pembebasan dari Direktur Jenderal
Bea dan Cuka atas nama Menteri Keuangan yang mengajukan
permohonannyadisertai lampiran :

a. rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan pembebasan bea
masuk beserta nilai pabeanya yang telah disahkan oleh pimpinan
Perguruan Tinggi, lembaga, atau Badan;

b. rekomendas dari departemen teknis terkait.

(3) Untuk impor barang oleh Perguruan Tinggi, lembaga, atau badan yang
belum ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mendapatkan
pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2, setelah
mendapatkan keputusan pembebasan dari Menteri Keuangan yang
pengajuan permohonannya melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai
disertai lampiran:

c. rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan pembebasan bea
masuk beserta nilai pabeanya yang telah disahkan oleh pimpinan
Perguruan Tinggi, lembaga, atau Badan;

d. rekomendas dari departemen teknis terkait.

Pasal 5



Keputusan teknis lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
ketentuan dalam Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan
Cukai.

Pasal 6

Semua Perguruan Tinggi, Lembaga, atau Badan yang mendapatkan
pembebasan sebelum berlakunya Keputusan ini, sebagaimana
tercantum dalam Lapiran [, I, dan Il Keputusan ini, ditetapkan
sebagai Perguruan tinggi, Lembaga, atau Badan yang mendapatkan
pembebasan berdasarkan keputusan ini.

Pasal 7

Keputusan ini mula berlaku pada tanggal 1 April 1997.

Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 31 Maret 1997

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b
Kepala Bagian T.U. Departemen
Menteri Keuangan

ttd
ttd

Ny. Hertati Mulatsih Mar@ie muhammad
NIP 110016245



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-

TENTANG

PENGEMBALIAN BEA MASUK, DENDA ADMINISTRASI, DAN BUNGA*)

Membaca

Mengingat

Menetapkan

ATASIMPOR............... OLEH...............

Surat permohonan.................... Tanggdl..........cocennes

1. Indische Comptabiliteits West (Staatsblad 1925 Nomor 448)
sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang
undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1963 Nomor 53);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3612);

3. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 233/KMK.01/1996 tentang Tata
Cara Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi, dan Bunga;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK, DENDA

ADMINISTRASI, DAN BUNGA*) ATASIMPOR......... OLEH.........
Pasal 1
Diberikan pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi, dan bunga*)
sgumlan Rp.......ceovivnninnn. (T )
kepada:
NaME e
NPWP
Alamat
Pasal 2

Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan sesual
dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB)/Pemberitahuan Impor Barang

Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Y'th.
1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;



Ditetapkandi....................
Padatanggal.....................

A.n. Menteri Keuangan
Kepala kantor Pelayanan Bea dan Cuaki

Salinan sesuai dengan adinya
Kepala Biro Umum
u.b. Menteri Keuangan
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen
ttd
ttd
Mustafa Husein, SH. Bamabang Subianto

NI P 060051103



